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Pendahuluan

« Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Sala
satunya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di
bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi berbagai alasan. Salah
satunya karena kurangnya pengawasan dari orangtua, akses
pendidikan seksual yang kurang memadai bagi anak, dan juga

kurangnya kontrol atas perkembangan teknologi dalam penggunaan
Internet.

« Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai
pelaku, salah satunya terjadi pada tahun 2017 di Tenggarong -.

Tersangka yang merupakan anak di bawah umur diketahui melakukan
perbuatan kekerasan seksual.
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Nomor
29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg terhadap anak sebagal pelaku tindak
pidana kekerasan seksual?

niversitas
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LANJUTAN

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang
dilakukan oleh penulis adalah, penelitian terdahulu hanya
membahas pengaturan hukum dan sanksi yang dijatuhkan

pada anak pelaku kekerasan seksual. Sedang

kan penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah, menganalisis putusan
pengadilan tentang anak sebagai pelaku findak pidana

kekerasan seksual terkait putusan Pengadilan

Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.T

Negeri
rg dengan

memperhatikan undang undang sistem perad
No. 11 tahun 2012
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« Penelitian inl menggunakan jenis yuridis normatif.

« Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini
adalah case approach,Bahan hukum primer yang digunakan
UuUD 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong
nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, bahan hukum sekunder dari
jurnal, artikel .

« Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis
penalaran induksi
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Pembahasan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut anak sebagai
hal berikut:

Menyatakan Anak terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak
pidana pada pasal 76 E Jo. Pasal 82 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang
perlindungan anak.

*  Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun
dan 6 bulan di LPKA Tenggarong dan denda Rp. 60.000.000 subsidair 2 bulan kurungan.

Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur pasal 76E Jo. Pasal 82 (1)
Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 (1) KUHP
maka anak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa-kali
dengan sengaja memaksa anak melakukan findakan cabul
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tabel perbandingan Sistemn pemidanaan pada Anak berkonflik dengan

hukum dan Pelaku dewasa sebagai berikut

No. Pelaku Dewasa Pelaku Anak

1. Pelaku dewasa pemidanaan berdasar | Anak  berkonflik dengan  hukum

pada Kitab Undang-undang hukum | (pelaku anak) pemidanaan berdasar

pidana (KUHP). pada Undang-undang Nomor 11 tahun
2012 tentang Sistem Peradilan pidana
Anak
2. Pada pelaku dewasa upaya terakhir | Pada pelaku anak upaya terakhir dalam

dalam pemidanaan adalah hukuman | pemidanaan adalah penjara, tidak boleh

mati hukuman mati/penjara seumur hidup.
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tabel perbandingan pemidanaan menurut KUHP dan Undang-undang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

No. Pidana KUHP Pidana di Undang-undang Sistem

Peradilan Anak

1. Pasal 10 KUHP: Jenis-jenis sanksi | Pasal 71 Undang-undang Nomor 11
pidana diklasifikasikan menjadi 2 | tahun 2012 tentang Sistem peradilan
yaitu pidana pokok dan pidana | pidana anak: Jenis-jenis sanksi pidana
tambahan vyaitu berupa pidana | diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:
penjara, denda dan apabila tidak | Pidana pokok dan pidana tambahan.
membayar denda maka diganti [ Pidana  pokok  berupa  pidana
dengan pidana kurungan. peringatan, pidana bersyarat
(pembinaan pada lembaga), pelatihan
kerja, pembinaan dalam lembaga dan
penjara

Sedangkan, Pidana tambahan berupa
perampasan keuntungan  yang
diperoleh  dari  tindak  pidana,

pemenuhan kewajiban adat
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Yohanes Tibanama felah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan findak pidana beberapa kali memaksa
anak melakukan perbuatan cabul dengannyaq, oleh karena
perbuatannya tersebut Yohanes dijatuhi pidana penjara selama

1 (satu) tahun 6 (enam) bu

Anak (LPKA) Samarinda di T
Rp.60.000.000,- (enam pulu
kurungan.
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Maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim berdasar
pada teori WJS Poerwadarminto bahwa keadilan berarti tidak berat
sebelah dan hakim dalam mengadili tidak membeda bedakan maupun
perpihak. Maka dari teori tersebut pertimbangan hakim dirasa tidak
perdasar pada keadilan dalam Penjatuhan sanksi pidana tidak sesuai
dengan ketentuan pada dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang
Sistem Peradilan Pidana Anak, belum sesuai dengan pemenuhan hak
anak dalam proses peradilan dan pemidanaan dengan asas
menghindarkan anak dari penjatuhan denda pada anak serta pada
terdakwa Yohanes dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan untuk
menggantikan pidana denda, yang keduanya sama-sama merupakan
jlenis pidana yang tidak boleh djatuhkan terhadap diri anak.
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Penulis fidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam
Penjatuhan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan
Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trg karena
tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem peradilan pidana
anak. Pidana yang diterapkan oleh hakim pada anak berupa
pidana penjara, denda dan kurungan apabila anak tidak
dapat membayar denda.karena pada Pasal 71 ayat 3 pidana
denda fidak dapat dikenakan pada anak, hanya dapat
dikenakan Pelatihan kerja di Lembaga penyelenggaraan
kesejahteraan sosial (LPKS).
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